LEMBAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REM BANG
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN OAERAH TINGKAT |l REM BANG

BUPATI KEPALA OAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menlmbang a. bahwa dalam rangka peningkatan sistem Informasl
manajemen di Kabupaten Daerah lIngkat [l Rembang,
maka perlu dlbentuk Kantor Pengolahan Data Elektronlk.

b. bahwa dalam Surat Keputusan Menteri dalam Neger!
Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 23 Januari 1996 telah
disetuJul pembentukan 61 (enam puluh satu) kantor
Pengolahan Data Elektronlk Kabupaten [/ Kotamadya
Daerah lingkat |l ;

c. bahwa untuk maksud tersebut dlatas. perfu diatur dan
dltetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. lJndang-undang  Nomor 13  Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daeran Kabupaten dalam
lIngkungan Propensl Jawa Tengah;



Dengan persetujuan
Tingkat Il Rembang.

Msnetapkan

-2.

Undang-undang Nomor 5 Tahlm 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republlk Indonesia tahun 1974 Nomor 38 Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3037 ) :
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawalan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatul 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republlt Indonesia Nomor 3041) ;

Kepliusan Menterl Dalam Negerl Nomor 28 Tahun 1992
tentang Pedoman organisasi dan Tatakerja Sekretariat
WUayah | Daerah Tingkat | dan Sekretariat Dewan
Perwaklan Rakyat Daerah TIngkat ! :

Kepliusan Menterl Dalam Negerl Nomor 97 tahun 1993
tentang Pola Organlsasl Pemerintah daerah dan Wilayah ;
Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 50 tahun 1995
tentang prdoman Pembentukan Organisasi dan Tala
Kerja Kantor Pengolahan data Elektronlk Kabupaten /
Kotamadya Daerah Tingkat 1.

Peraturan Daerah Kab1.4>aten Dati || Rembang Nomor 2
tahun 1993 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Rembang Nomor 7 Tahun 1995 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja  Sekretariat
W~ayah./Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT I REMBANG TEITTANG PEMBEITTUKAN,
ORGANISASI DAN  TATA KERJA KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONK  KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il REMBANG
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan OaerahInl yang dimakSuddengan :

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten . Daerah llngkat I
Rembang;

Pemerintah daerah adatah Pemarintah Kabupaten
Oaerah lingkat || Rembang ;

Bupati Kepala Oaerah adalah Bupatl Kepala Daerah
TIngkat II Rembang :

Sekretaris Wllayah | Daerah adalah Sekretarts
Willayah/Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang:

Kantor Pengolahan Data Elektronlk adalah Kantor
Pengolah Data Elektronlk Kabupaten Daerah Tlngkat
Il Rembang;

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolah Data
Etektronlk Kabupaten Oaerah lingkat Il Rembang.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik
kabupaten Daerah lIngkat || Rembang.

BAB il

KEOUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal3

(1) Kantor Pengolahan data Elektronlk adalah Unit Pelaksanaan Daerah Yang
berada dibawah dan bertanggunglawab kepada Bupatl Kepala Daerah.

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronlk dlplmpin oleh seorang Kepala yang
sehari-hari secara administrasl berada dlbawah koordinasl Sekretarls

Wilayah/Daerah.
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Pasal 4

Kantor Pengolah Data Eletronl< mempunyal tugas pokok melaksanakan
pengolahan data dan pemblnaan slstem infonnasl secara elektronlk berdasarkan
keblJaksanaan yang dltetapkan Bupatl Kepala Oaerah sesual dengan Peraturan
Perunda~undangan yang bertaku.

Pasal 5

Untuk metaksanakan tugas pokok sebagalmana dimaksud pada Pasal 4

Peraturan Daerah inf. Kantor Pengolahan Data Elektronlk mempunyai fungsi ;

a. penyusunan rencana dan program dibldang pengolahan data elektronlk
berdasarkan kebljaksanaan BupaU Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

b. penyusunan dan penganalisaan data serta menylapk.an slstem aplik.asl yang
cfibutuhkan ;

c. pengendallan data dari data masukan sampal data keluaran ;

d. pengendallan pengoperaslan komputer, penylapan data. pengelolaan dan
pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;

e pemberian bimbingan dan pengendallan komputerisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah ;

f. kerja sama teknik. dengan pihak luar yang berhubungan dengan Pengolahan
data Elektronik :

g pelaksanaan Urusan Rumah Tangga.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organlsasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elaktronik terdiri dari :
a. Kepala Kantor :

Sub Baglan Tata Usah

Seksi Data Masukan

Seksl Pelayanan Data :

Kelompok Jabatan Fungslonal Pranata Komputer.

©oao0oT
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(2) Stm Baglan dan Seksl-seksl sebagalmana dimaksucl ayat (1) Pasad Inl
me.slng-maslingdiplmpln oleh seorang kepala yang berada dbawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor ;

(3) Bagan Organlsasl Kantor Pengolahan Data Elektronlk dimaksud ayat (1)
Pasal Inl, adalan sebagalmana tercantum pada lemplran yang merupakan
baglan tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Inf.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala kantor mempunyal tugas memimpln dan membina pelaksanaan
pengolahan data dan slstem Informasl secara elektronlk berdasarkan
kebliaksanaan yang dttetapkan Bupatl Kepala Daerah sesual dengan Peraturan
Perundang-undangan yang ber1aku.

Baglan Ketlga
Sub Baglan Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan kepegawalan,
keuangan. surat menyurat periengkapan, rumah tangga dan penyusunan
laporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan

daerah Inl. Sub baglan tata usana mempunyal fungsi ;

a. penyiapan rencana dan program kerja ;

b. penyiapan surat menyurat, perjalanan dlnas dan rumahtangga ;

c. pengolahan administrasl kepegawaian. keuangan pertengkapan dan
pemellharaan ;

d. evaluasl dan pelaporan
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Bagian Keempat

Seksi Data Masukan

Pasal 10

Saksl Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, vertftkasl,
perekaman data dan pengendalian data hasll rekaman.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan

daerah Inl. Seksi data masukan mempunyaifungsi ;

a. penyusunan dan perencanaan keglatan mengumpulkan data vertflkasi,
perekaman dan pengendallan data hasil rekaman :

b. pengumpulan dan pencatatan data rekaman serta penyiapan ststem apllkasi
data yang dibutuhkan.

C. anallsls sistem apllkasl data yang dibutuhkan, pemecahan masalah terhadap
kesalahan dan kerusakandata rekaman :

d. blmblngandan pengendalian komputerisasi di lingkunganPemerintahdaerah.

Bagian keUma

Seksi Pelayanan Data

Pasal 12

Seksi Pelayanan malaksanakan data mempunyal tugas melakukan pelayanan
data serta kerjasamatek.nik.

Pasal 13

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan

Daerah Ini. Pelayanan Data mempunyai fungsi :

a. penyusunandan perencanaan kegiatan, pengendalian arus data masuk dan
keluarga, penyedlaan dan perawatan perangkat keras serta kerjasama
teknis :

b. pengendalian pengoprasian komputer, penyisipan data, penyedlaan dan
pengamanan perangkat kerasllunak komputer ;

¢. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan pengolahan data
elektronlk
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Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungslonal

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungslonal Pranata Komputer mempunyal tugas kerja
membuat. merawat, mengembangkan slstem dan atau program pengolahan
data dengan komputer.

Pasal 15

(1) Dlsamping Kelompok Jabatan Fungsionat Pranata Komputer dapat
ditempatkan Jabatan fungslonal lain sesuai dengan peraturan perundang-
undanganyang ber1aku.

(2) Kelompok Jabatan Fungslonal Pranata Komputer dan Jabatan Fungslonal
lain masing-masing diplmpln oteh seorang pemangku Jabatan Fungsional
senior yang dttunJuk oleh Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain
dltentukan berdasaran kebutuhandan beban kerja.

(4) Janis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan
Fungslonal lain sebagalmana dimaksud ayat () Pasal inl diatur sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TA TA KER T A

Pasal 16

(1) Kepata kantor dalam metaksanakan tugasnya melakukan koordinas| vertikal
dan hortzontat dengan Instans| terkalt baik Pusat maupun Oaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Baglan. Kepala
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronlsasi sesuai
dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 17

senap plmpinan satuan organlsasl wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan blla terjadl penytmpangan agar mengambll langkah-langkah yang
diperiukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang ber1aku.
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Pasal 18

(1) Setlap plmptnan satuan organtsasl dalam lingkungan Kantor Pengolahan
Data Elektronik bertanggung jawab m~n dan mengkoordinaslkan
bawahannya masing-masing serta member1kan bimbingan dan peb.QJk bagl
pelaksanaan tugas bawahannva.

{2) setrap plmplnan satuan organlsasi wallb menglkutl dan mematuhl petunjuk
serta bertanggung Jawab kepada atasan masing-mas.tg dan menytapkan
laporan berk.ata tepat pada waktunya.

(3) Setlap laporan yang dlterima oleh setlap plmplnan satuan organises( dart
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan menyusll18n laporan
leblh tanjut dan dljadikan bahan Llltuk membertkan petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 19

Kepala Seksl dan plmpinan kelornpok Jabatan flliQslonal Pranata Komputer
menyampalkan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala SUb
Baglan Tata Usaha mengkoordinaslkan penyustS1Bn laporan berkala Kantor
Pengolahan Data Elektronlk.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20
Kepala k.artor, SUb Baglan dan Seksl dlangkat dan diberikan oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan psraturan perundan~undangan yang berlaku.

Pasal 21
Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawalan dlatur sesual
dengan peraturan perundan~undangan yang berfaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Blaya penyelenggaraan Kantor Pengotahan Data 8ektronik dibebank.an kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tingkat Il serta subsldl atau
bantuan dari Pemertntah atasan dan lembaga la.In di lllar Pemerintah Daerah.

1
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Pasal 23
Ha~l yang belum cflatur dalam Peraturan Oaerah Inl sepanJang mengenal
petaksanaannya, akan dlatur oleh Bupatt Kepala Daerah.
BAB VIl
KETENTUAN PENLmMJP

Pasat 24

Peraturan Oaerah Inl bertaku sajak tanggal diundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahulnya, mempenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya datam Lembaran Daerah
-, Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang.

Oltetapkan di REMBANG
pada tanggal 6 Junl 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAHTK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REM BANG
REM BANG
KETUA

HENDARSONO Drs. H. WACHIDI RIJONO
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PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DANTATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

UMUM

Berdasarkan Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996
tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolah Data
Elektronlk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Il, maka dlbentuk Kantor
Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang sesual
dengan Keputusan Menterl Oalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang
Pedoman Pembentukan Organlsasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data
Elektronlk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tlngkat II.

Untuk leblh dapat meningkatkan kualltas Sumber Daya ManusJa

agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam penanganan pengolahan
data dan pemblnaan sistem Infonnasi secara eletronlk merupakan sebaglan
tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan data Elektronlk, dengan cara
memberikan bimbingan dan pengendaltan komputerisasl di Ingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah lingkat | Rembang.
Sedak terbentuknya Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah
Tingkat Il Rembang, maka sistem pengolahan data slstem elektr~  yany
dilaksanakan oteh satuan kerja lain di Kabupaten Daerah Tingkat |l
Rembang, pengendallan, pengelolaf!l;; dun pen.gcperasian dapat bekerja
sama dengan Pe~{?0!at.aif Data Elektronlk.

Untuk maksud tersebut dlatas, maka berdasarkan Keputusan
menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 dipandang pertu membentuk

Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektrontk dengan
Peraturan Daerah.



(  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sld Passi 2

Pasal3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6 s/d Pasal 24
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Cukup jelas

Tugas pokok Kantor Pengolah Data Il:lektronik
sebagai uni pelaksanaan Pemertntah Oaerah
adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah
Tangga Oaerah dalam bldang Pengolahan data
Elektronik, dalam  menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada Bupatl Kepala Derah
dan dalam melaksanakan tugas sehari-har!
secara administratlf berada dibawah koordinasi
Sekretarts Wllayah | Oaerah.

Cukup Jelas

Berdasarkan Keputusan Menter! Dalam Neger1
Nomor 50 Tamm 1995 Kantor Pengolahan Data
Elektronk mempunyal tugas pokok melaksanakan
pengolahan data dan pemblnaan slstem
Pemerintah DaerahTingkat II.

Cukupelas






